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Penelitian ini membahas permasalahan hubungan keuangan pusat daerah dalam kaitannya dengan rencana
implementasi otonomi daerah. Fokus yang dilakukan adalah terhadap penentuan bobot Dana Alokasi Umum
untuk daerah Provinsi di seluruh Indonesia. Analisis penentuan pembobotan Dana Alokasi Umum adalah
dengan menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). Adapun program Expert Choice (EC) dipakai
untuk itu dengan cara memberikan pertanyaan kepada beberapa expert yang mengetahui tentang Dana
Alokasi Umum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan K euangan Daerah antar pemerintah pusat
dengan Daerah. Input yang dipakai berupa persepsi responden terhadap variabel-variabel kebutuhan
Wilayah dan Potensi/K apasitas Ekonomi Daerah yang di susun menurut hirarki.

Penelitian ini menggunakan data tahun 1993 sampai dengan 1998 dalam anggaran keuangan Negara.
Informasi kuantitatif lain di dapat dari hasil publikasi dalam Nota K euangan dan rancangan anggaran
pendapatan belanja negara serta publikasi Statistik keuangan pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Biro Pusat Statistik dari beberapa tahun penerbitan.

Untuk perhitungan jumlah Dana Alokasi Umum digunakan rumus sesuai undang-undang nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan K euangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yakni :

DAU Daerah Y bs x Bobot Daerah Y bs/ Bobot seluruh Daerah

Untuk menentukan pembobotan masing-masing variabel sebehimnya dilakukan pembagian empat kriteria
untuk Provinsi. Asumsi yang dipilih untuk Dana Alokasi Umum tergantung pada kategorinya yaitu kategori
kecil, sedang, besar,sangat besar. Dengan di tentukannya empat kriteria tersebut dapat diperoleh hasil total
jumlah bobot masing-masing Provinsi.

Dalam penentuan pembobotan distribusi dana alokasi umum untuk masing-masing Provins disusun
berdasarkan hirarki yang ditentukan dalam analytic hierarchy process (AHP) berdasarkan kepada kebutuhan
wilayah dan Patensi Ekonomi. Adapun variabel tersebut antara lain adalah Kebutuhan Wilayah yang terdiri
dari : Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Panjang Jalan, Tingkat K esgjahteraan Masyarakat Miskin (Jumlah
Rumah Sakit, Jumlah Penduduk Miskin). Sedangkan Variabel Potensi/K apasitas Ekonomi terdiri dari Nilai
Tambah Sektor Industri, PDRB, SDA (Migas, Kehutanan, Kelautan, Pertambangan lainnya), SDM (Jumlah
Sekolah,Jumlah Pegawai Negeri, Ratio Murid Terhadap Guru). Dari hasil susunan berdasarkan hiraki
tersebut, maka dapat ditentukan jumlah bobot pada masing-masing variabel yang terbesar sampai yang
terkecil yang berdasarkan jawaban responden expert choice (EC) yakni variabel Tingkat K esgjahteraan
masyarakat miskin dengan bobot sebesar 27,9 dan untuk yang kedua pada variabel PDRB dengan bobot
sebesar 25,8.

Hasil perolehan perhitungan pembobotan masing-masing Provinsi dalam prioritas jumlah total pembobotan,
mempunyal perbedaan antaraversi penulis dengan versi Bappenas yakni prioritas pertama menurut vers
penulis adalah Provinsi Sumatera Selatan dan kedua Provinsi Jawa Barat, sedangkan prioritas pertama pada
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versi Bappenas adalah Provinsi Jawa Barat dan kedua Provinsi Jawa Timur.



